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ABSTRAK 
 

 

Apriansyah / 222019061 / 2024 / : Pengaruh Umum Daerah, Tipe Pemerintah Daerah dan Jumlah 

Legislatif Terhadap Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas 

Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Selatan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara parsial pengaruh umum daerah, 

tipe pemerintah daerah dan jumlah legislatif terhadap pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil 

pemeriksaan badan pengawas keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di sumatera Selatan. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Populasi dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 17 kabupaten dan kota. Sampel yang digunakan yaitu sampel jenuh. 

Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik 

deskriptif dan statistif inferensial yaitu uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolineoritas dan 

heterokedasitas) dan analisis regresi linier berganda (koefesien determinasi dan uji t). Hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel umum daerah, 

tipe pemerintah daerah dan jumlah legislatif berpengaruh signifikan terhadap pemantauan tindak 

lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan badan pengawas keuangan pada pemerintah kabupaten dan 

kota di sumatera Selatan 

 

Kata Kunci: Umum Daerah, Tipe Pemerintah Daerah, Jumlah Legislatif, Pemantauan Tindak 

Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 
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ABSTRACK 
 

 

Apriansyah / 222019061 / 2024 / : General Influence of Regions, Type of Regional Government 

and Number of Legislators on Monitoring Follow-up Recommendations on Financial 

Supervisory Agency Audit Results in Regency and City Governments in South Sumatra 

 

 
This research aims to determine and partially analyze the general influence of regions, type of 

regional government and number of legislatures on monitoring follow-up to recommendations 

from audit results from financial supervisory bodies in district and city governments in South 

Sumatra. The type of research used in this research is associative research. The population in this 

study was 17 districts and cities. The sample used is a saturated sample. The data used is 

secondary data. The data analysis techniques used are descriptive statistics and inferential 

statistics, namely classical assumption tests (normality, multicollinearity and heteroscedasticity 

tests) and multiple linear regression analysis (coefficient of determination and t test). The results 

of this research can be partially concluded (t test) showing that general regional variables, type of 

regional government and number of legislators have a significant effect on monitoring follow-up 

recommendations from audit results from financial supervisory bodies in district and city 

governments in South Sumatra 

 

 
Keywords: Regional General, Type of Regional Government, Number of Legislators, Follow-up 

Monitoring of Recommendations from Audit Results 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Entitas pemerintah dan swasta berperan dalam meraih tujuan yang telah 

dideklarasikan melalui struktur organisasi yang dijalankan oleh sekelompok 

individu yang terlibat sebagai penyelenggara. Pemerintah Kabupaten dan Kota di 

Provinsi Sumatera Selatan memiliki tanggung jawab besar dalam mengurus 

program dan kebijakan publik yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat 

setempat. Sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia, 

pemerintah daerah memiliki kewajiban mengelola sumber daya keuangan, 

mengalokasikan anggaran sesuai kebijakan yang telah ditetapkan, dan 

memastikan penggunaan dana publik dilakukan dengan efisien. Dalam konteks 

ini, Badan Pengawas Keuangan (BPK) memiliki peran krusial dalam melakukan 

audit dan memberikan saran kepada pemerintah daerah. 

Badan Pengawas Keuangan (BPK) memiliki peran yang krusial dalam 

mengawasi dan memantau pengelolaan keuangan daerah, dengan melakukan 

inspeksi secara berkala dan menyelidiki kemungkinan pelanggaran keuangan, 

ketidaksesuaian kebijakan, serta praktik-praktik yang tidak efektif. Temuan dari 

inspeksi ini kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah terkait untuk 

tindakan korektif. Selain itu, BPK juga memberikan saran kepada pemerintah 

daerah mengenai langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam memperkuat 

transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Pemerintah daerah melakukan tindak lanjut terhadap saran-saran dari hasil 
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inspeksi BPK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai institusi independen 

memiliki peran utama dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam 

pengelolaan keuangan negara. Salah satu fungsi kunci BPK adalah melakukan 

pemantauan terhadap pelaksanaan inspeksi dan hasilnya. Pemantauan ini meliputi 

serangkaian kegiatan untuk menilai kualitas inspeksi, memastikan kepatuhan 

terhadap standar audit, dan memantau implementasi saran-saran dari hasil 

inspeksi. 

Langkah lanjut atas rekomendasi hasil inspeksi BPK adalah tahapan 

krusial dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan dan aset 

negara di Indonesia. Setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelesaikan 

inspeksi, mereka mengeluarkan saran-saran perbaikan dan tindakan lanjut yang 

harus diambil oleh instansi pemerintah terkait. Saran-saran ini dimaksudkan untuk 

memastikan bahwa pengelolaan dana publik dilakukan dengan tingkat 

transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi yang maksimal. 

Kegagalan dalam menindaklanjuti rekomendasi dapat menghadirkan 

potensi risiko yang signifikan dalam manajemen dana publik, termasuk 

kemungkinan penyalahgunaan dana atau pelanggaran aturan. Oleh karena itu, 

pentingnya tindak lanjut yang sesuai dan tepat waktu tidak bisa diabaikan. BPK 

juga bertanggung jawab untuk memantau proses tindak lanjut guna memverifikasi 

bahwa instansi pemerintah telah melaksanakan perbaikan yang diperlukan. Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki hubungan yang erat dengan pemerintah, 

dengan fokus utama pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam 

pengelolaan keuangan negara. Dalam menjalankan tugasnya, BPK secara rutin 
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melakukan audit keuangan terhadap instansi pemerintah untuk menilai tingkat 

kepatuhan terhadap peraturan dan efisiensi pengelolaan keuangan publik. Temuan 

dari audit ini menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi perbaikan kepada 

pemerintah, yang mencakup berbagai aspek seperti kebijakan pengelolaan aset, 

proses pengadaan barang dan jasa, serta manajemen keuangan secara menyeluruh. 

Hubungan antara BPK dan pemerintah tidak hanya terbatas pada fungsi 

pengawasan, tetapi juga berperan dalam mendorong peningkatan tata kelola. 

Sebagai lembaga pengawas yang independen, BPK memberikan evaluasi kritis 

terhadap kinerja pemerintah, mengidentifikasi ketidaksesuaian, dan memberikan 

rekomendasi untuk meningkatkan tata kelola. Rekomendasi yang diberikan oleh 

BPK menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan perubahan dalam sistem 

tata kelola, termasuk perubahan dalam kebijakan dan prosedur yang mendukung 

peningkatan kinerja. 

 

Perhatian terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset 

juga menjadi fokus utama. BPK dapat menyarankan peningkatan transparansi 

dengan cara menyediakan informasi yang lebih terbuka kepada masyarakat serta 

menguraikan informasi terkait aset dalam laporan keuangan. Selain itu, pelaporan 

dan dokumentasi yang terkait dengan aset juga menjadi perhatian, dimana BPK 

mendorong pemerintah untuk memelihara catatan yang akurat dan lengkap 

mengenai perolehan, penggunaan, dan penghapusan aset. Tindak lanjut terhadap 

rekomendasi ini merupakan langkah yang sangat penting untuk memastikan 

adanya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan aset negara serta untuk 

meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah. 
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Secara keseluruhan, langkah-langkah tindak lanjut atas rekomendasi hasil 

pemeriksaan BPK merupakan bagian integral dari sistem pengawasan keuangan 

pemerintah di Indonesia dan merupakan mekanisme yang penting untuk 

menjamin akuntabilitas, keterbukaan, dan efisiensi dalam pengelolaan dana 

publik. Ini membantu memastikan bahwa permasalahan yang teridentifikasi oleh 

BPK ditangani dengan serius dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, mekanisme 

pengawasan dan rekomendasi BPK membantu memastikan bahwa sumber daya 

publik dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan dan 

kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan menerapkan rekomendasi BPK, 

pemerintah daerah dapat mengenali dan mengatasi potensi penyimpangan 

keuangan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik 

untuk program-program dan kebijakan yang secara langsung memengaruhi 

kesejahteraan masyarakat. 

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palembang 

merupakan sebuah lembaga pemerintah yang berperan sebagai bagian dari 

struktur pelaksanaan tugas dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan 

Masyarakat di wilayah Kota Palembang. Fokus utama kegiatan kantor ini lebih 

terkait dengan interaksi langsung dengan masyarakat. Pegawai yang bertugas di 

Kantor Kesbangpol Kota Palembang diharapkan untuk memberikan pelayanan 

yang optimal kepada masyarakat, dan oleh karena itu, mereka harus mampu 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi kinerja pegawai, seperti gaya 

kepemimpinan, tingkat motivasi, dan kondisi lingkungan kerja. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pipit Siti Jenar Puspita Sari 

dan rekannya pada tahun 2017, ditemukan bahwa beberapa faktor mempengaruhi 

langkah tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK). Faktor-faktor tersebut meliputi usia wilayah, jenis 

pemerintahan yang berlaku, dan jumlah anggota legislatif. Hal ini mengisyaratkan 

bahwa variabel-variabel ini dapat memiliki dampak pada bagaimana rekomendasi 

BPK direspons dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah. 

Umur daerah merujuk pada waktu atau lamanya suatu wilayah, kota, atau 

daerah telah ada atau berdiri sebagai entitas geografis dan administratif. Konsep 

umur daerah dapat diukur dalam berbagai konteks, termasuk sejarah, pendirian 

pemerintahan, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan geografis. Umur daerah 

dapat sangat beragam, tergantung pada sejarah dan perkembangan daerah tersebut. 

Beberapa daerah mungkin telah ada selama ratusan tahun atau lebih, sementara 

yang lain mungkin baru saja didirikan. Faktor-faktor seperti pertumbuhan 

populasi, kemajuan ekonomi, perubahan politik, dan peristiwa bersejarah tertentu 

dapat memengaruhi umur dan perkembangan suatu daerah. Dengan demikian, 

umur daerah mencerminkan riwayat dan evolusi suatu wilayah atau entitas 

administratif dalam konteks waktu. Berumurnya suatu wilayah sering menjadi 

aspek kunci dalam menganalisis sejarah dan evolusi sosial, ekonomi, serta politik 

suatu daerah. Penelitian terhadap usia wilayah dapat memberikan pemahaman 

tentang bagaimana daerah tersebut mengalami perubahan dari masa ke masa dan 

bagaimana peristiwa-peristiwa sejarah berdampak pada pertumbuhannya. 
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Di samping itu, jenis pemerintahan juga memiliki dampak pada 

pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Jenis pemerintahan daerah 

memengaruhi implementasi saran-saran yang diberikan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) karena setiap jenis pemerintahan memiliki struktur, wewenang, 

dan prosedur pengambilan keputusan yang berbeda. Beberapa bentuk 

pemerintahan daerah yang umum di Indonesia meliputi Pemerintahan Provinsi, 

Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan Pemerintahan Desa/Kelurahan. 

Struktur pemerintahan lokal ini memainkan peran penting dalam 

menjalankan saran-saran Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK 

RI) karena mereka memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda 

dalam administrasi keuangan dan aset publik di wilayahnya. Pemerintah provinsi, 

kabupaten, dan kota memiliki tanggung jawab utama dalam mengurus keuangan 

publik di tingkat lokal, termasuk proses anggaran, penggunaan anggaran, dan 

pelaksanaan program pemerintah. 

Tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit BPK umumnya dilakukan oleh 

otoritas pemerintahan daerah yang berwenang. Pemerintah setempat harus 

menanggapi rekomendasi BPK dengan mengambil langkah-langkah yang tepat 

untuk mengatasi temuan yang ada. Tindakan ini mungkin mencakup peningkatan 

sistem, koreksi kebijakan, dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana 

publik. Lebih lanjut lagi, jenis pemerintahan lokal juga dapat memengaruhi 

tingkat kemandirian dan kemampuan administratif yang ada. Provinsi, kabupaten, 

dan kota dengan sumber daya dan kemampuan yang beragam mungkin memiliki 

kemampuan yang berbeda dalam menerapkan rekomendasi BPK. Dengan 
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demikian, pemahaman tentang struktur pemerintahan daerah dan karakteristik 

administratifnya menjadi kunci dalam memahami bagaimana tindak lanjut 

terhadap rekomendasi BPK akan dijalankan di tingkat lokal. 

Jumlah anggota legislatif dalam konteks pelaksanaan rekomendasi BPK 

merupakan elemen krusial yang memiliki peran yang sangat signifikan dalam 

memastikan bahwa rekomendasi tersebut tidak hanya diterima, tetapi juga 

diimplementasikan dengan efektif oleh pemerintah daerah. Peranan badan 

legislatif dalam mendukung atau menghambat pelaksanaan rekomendasi BPK 

juga perlu dipertimbangkan secara seksama. 

Badan legislatif memiliki kekuatan untuk mempengaruhi bagaimana dana 

publik dialokasikan dan kebijakan mana yang akan mendukung reformasi 

keuangan daerah. Dalam hal pengalokasian anggaran, badan legislatif dapat 

menetapkan prioritas penggunaan dana publik, termasuk alokasi dana untuk 

mengatasi masalah yang telah diidentifikasi dalam rekomendasi BPK. 

Kemampuan badan legislatif untuk mengalokasikan anggaran dengan bijaksana 

dan sesuai dengan prioritas reformasi keuangan daerah menjadi faktor kunci 

dalam keberhasilan implementasi reformasi tersebut. 

Badan legislatif memiliki kekuatan untuk mempengaruhi bagaimana dana 

publik dialokasikan dan kebijakan mana yang mendukung reformasi keuangan 

daerah. Dalam konteks alokasi anggaran, badan legislatif dapat menetapkan 

prioritas penggunaan dana publik, termasuk alokasi dana untuk mengatasi 

masalah yang diidentifikasi dalam rekomendasi BPK. Kemampuan badan 

legislatif untuk mengalokasikan anggaran secara bijaksana  dan sesuai dengan 
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prioritas reformasi keuangan daerah menjadi faktor kunci dalam kesuksesan 

implementasi reformasi tersebut. 

Badan legislatif juga memiliki peran penting dalam mengubah atau 

menyesuaikan kebijakan yang diperlukan untuk mendukung perubahan yang 

direkomendasikan oleh BPK. Hal ini dapat meliputi pembuatan undang-undang 

atau peraturan daerah yang dibutuhkan untuk menerapkan perubahan tersebut. 

Oleh karena itu, kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan badan 

legislatif menjadi kunci penting dalam mengatasi hambatan dan memastikan 

bahwa rekomendasi BPK dijalankan dengan efektif untuk meningkatkan 

pengelolaan keuangan daerah. 

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengurus masalah- 

masalah lokal, namun, struktur dan karakteristik pemerintahan daerah berbeda- 

beda di berbagai negara. Misalnya: di Indonesia, struktur pemerintah daerah 

terbagi menjadi kota, kabupaten, dan provinsi, sementara di negara lain seperti 

Amerika Serikat, terdapat pembagian seperti kota, county, dan negara bagian. 

Memahami variasi ini penting untuk menganalisis peran dan tanggung jawab 

pemerintah daerah dalam mengurus berbagai aspek lokal, termasuk infrastruktur, 

pendidikan, layanan kesehatan, dan pelayanan masyarakat. 

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Puspitasari dan rekan 

(2017) menemukan bahwa beberapa faktor seperti pemerintah daerah, jumlah 

SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), masa jabatan kepala daerah, umur 

pemerintahan daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat, dan pengawasan 

legislatif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tindak lanjut terhadap 
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rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang 

dilakukan pada Pemerintah Pulau Jawa dan Pulau Bali. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ken Yulita Maulydiba Kusumarini 

dan rekan (2022) menemukan bahwa umur pemerintah daerah memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Sementara itu, 

penelitian yang dilakukan oleh Bayu Anggoro Kristiawan (2014) menyimpulkan 

bahwa tipe pemerintahan juga memiliki pengaruh yang berarti atau menyakinkan 

terhadap tindak lanjut terhadap hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia (BPK RI). 

Ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu mendorong peneliti untuk 

menggali lebih dalam dalam melakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh 

umur daerah, tipe pemerintah daerah, jumlah anggota legislatif. Berikut ini data 

yang berhubungan dengan variabel penelitian data umur, tipe pemerintah daerah, 

jumlah legislatif dan tindak lanjut rekomendasi sebagai berikut: 
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Tabel I.1 

Data Umur dan Tipe Pemerintah Daerah, dan Jumlah Legislatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber : Kesbangpol, (2022) 

Keterangan: 0 : Kabupaten 

1 : Kota 

 
No 

 
Kabupaten/Kota 

Tahun 

Berdirinya 

Umur 

Daerah 

Tipe 

Pemerintahan 

Jumlah 

Legislatif 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

1 Ogan Komering Ulu 1959 62 63 0 0 35 35 

2 Ogan Komering Ilir 1959 62 63 0 0 45 45 

3 Muara Enim 1959 62 63 0 0 45 45 

4 Lahat 1959 62 63 0 0 40 40 

5 Musi Rawas 1959 62 63 0 0 40 40 

6 Musi Banyuasin 1959 62 63 0 0 45 45 

7 Banyuasin 2001 18 19 0 0 45 45 

8 Ogan Ilir 2003 18 19 0 0 40 40 

9 Empat Lawang 2007 14 15 0 0 45 45 

10 OKU Selatan 2003 14 15 0 0 40 40 

11 OKU Timur 2003 14 15 0 0 35 35 

12 Penukal Abab Lematang Ilir 2013 14 15 0 0 25 25 

13 Muratara 2013 8 9 0 0 25 25 

14 Palembang 682 1339 1340 1 1 50 50 

15 Prabumulih 2001 20 21 1 1 25 25 

16 Pagaralam 2001 20 21 1 1 25 25 

17 Lubuk Linggau 2001 20 21 1 1 28 30 

 



11 
 

 

 

 

 

Tabel I.2 

Tindak Lanjut Rekomendasi 

 

 
No 

 
Kabupaten/Kota 

Tindak Lanjut 

Rekomendasi 

2021 2022 

1 Ogan Komering Ulu 58,30% 23,30% 

2 Ogan Komering Ilir 54.8 % 13,90% 

3 Muara Enim 78.0 % 36,00% 

4 Lahat 67.7 % 51,20% 

5 Musi Rawas 52.9 % 35,40% 

6 Musi Banyuasin 67.4 % 44,00% 

7 Banyuasin 63.2 % 31,90% 

8 Ogan Ilir 45.5 % 18,50% 

9 Empat Lawang 88.9 % 43,50% 

10 Ogan Komering Ulu Selatan 79.2 % 61,10% 

11 Ogan Komering Ulu Timur 69.0 % 37,50% 

12 Penukal Abab Lematang Ilir 60.0 % 48,50% 

13 Muratara 69.7 % 44,40% 

14 Palembang 70.5 % 44,40% 

15 Prabumulih 86.7 % 55,60% 

16 Pagaralam 50.0 % 53,30% 

17 Lubuk Linggau 50.0 % 0,00% 

 

Dilihat dari Tabel I.1 dan I.2 di atas, Kabupaten Empat Lawang pada 

tahun 2022 menunjukkan persentase tindak lanjut yang paling tinggi dari semua 

kabupaten yang disebutkan, meskipun memiliki umur pemerintahan yang masih 

relatif muda. Sebaliknya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah berusia 63 

tahun, menunjukkan persentase tindak lanjut yang lebih rendah dibandingkan 

dengan Kabupaten Muratara, yang baru berusia 9 tahun, meskipun terdapat 

perbedaan signifikan dalam persentase tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa 

faktor-faktor selain umur daerah juga dapat memengaruhi tingkat tindak lanjut 

terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan, dan bahwa umur pemerintahan bukanlah 
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satu-satunya penentu kesuksesan implementasi rekomendasi. 
 

Pemerintah Kota Prabumulih, meskipun memiliki jumlah anggota 

legislatif yang lebih sedikit dibandingkan dengan Pemerintah Kota Palembang, 

mampu menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) dengan tingkat yang lebih tinggi. Tingkat tindak lanjut yang 

tinggi ini menempatkan Pemerintah Kota Prabumulih sebagai yang terbesar di 

antara pemerintah kota lainnya di Sumatera Selatan, dan sebagai yang kedua 

terbesar di antara seluruh pemerintahan kabupaten dan kota setelah Pemerintah 

Kabupaten Empat Lawang. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas dalam 

menindaklanjuti rekomendasi BPK tidak selalu tergantung pada jumlah anggota 

legislatif atau ukuran pemerintahan, tetapi juga bergantung pada faktor-faktor lain 

seperti manajemen, kebijakan, dan kapasitas administratif. 

Fenomena yang berhubungan dengan data penelitian adalah tidak semua 

daerah yang memiliki umur yang besar diikuti respon tindak lanjut rekomendasi 

BPK dan tidak semua umur daerah yang lebih tua memiliki persentase hasil 

rekomendasi yang besar maupun sebaliknya. Tindak lanjut dari rekomendasi hasil 

pemeriksaan BPK yang dilaksanakan oleh Pemkab dan Pemkot tersebut dipantau 

oleh BPK. 

Memperhatikan Tabel I.1 dan analisis atas konteks permasalahan, peneliti 

merasa tertarik untuk menyelidiki topik yang diberi judul “Pengaruh Umur 

Daerah, Tipe Pemerintah Daerah, dan Jumlah Legislatif Terhadap Tindak 

Lanjut Hasil Rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan Pada Pemerintah 

Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan”. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Dengan mempertimbangkan permasalahan dan gambaran latar belakang 

isu yang dihadapi, pertanyaan penelitian dapat diformulasikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh umur daerah, tipe pemerintahan daerah dan jumlah 

anggota legislatif terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK 

RI secara simultan ? 

2. Bagaimanakah pengaruh umur daerah terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil 

pemeriksaan BPK RI? 

3. Bagaimanakah pengaruh tipe pemerintah daerah terhadap tindak lanjut 

rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI? 

4. Bagaimanakah pengaruh jumlah anggota legislatif terhadap tindak lanjut 

rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berorientasi terhadap rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, 

fokus utama penelitian ini adalah memahami atau mengidentifikasi: 

1. Untuk mengetahui pengaruh umur daerah, tipe pemerintahan daerah dan 

jumlah anggota legislatif terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil 

pemeriksaan BPK RI secara simultan 

2. Untuk mengetahui pengaruh umur daerah terhadap tindak lanjut rekomendasi 

hasil pemeriksaan BPK RI secara parsial 

3. Untuk mengetahui pengaruh tipe pemerintah daerah terhadap tindak lanjut 

rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI secara parsial 
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4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota legislatif terhadap tindak lanjut 

rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI secara parsial 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan kebermanfaatan bagi 

para pihak yang terlibat. 

1. Bagi Penulis 

 

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah memperluas pemahaman dan 

memperkaya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah serta 

pelaksanaan rekomendasi Badan Pengawas Keuangan. 

2. Bagi Pemerintahan Kabupaten dan Kota 

 

Dengan menerapkan hasil penelitian ini, pemerintah yang menjadi fokus 

penelitian diharapkan dapat memperkuat kemampuannya dalam menanggapi 

hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan, memperbaiki tata kelola 

keuangan, dan pada akhirnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang 

menjadi tanggung jawab pemerintah daerah tersebut. 

3. Bagi Almamater 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai sumber 

referensi bagi mahasiswa, menjadi bahan literatur yang berguna, dan menjadi 

titik awal bagi peneliti yang ingin menjalankan penelitian serupa di masa 

mendatang. 
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